BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 14¢ TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Pasal S ayat (3) Kepala Daerah selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah.

. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Selaku  Koordinator Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j;



Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 14$ Tahun 2018
Tanggal : 2 jauan 208

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Y. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagalmana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005‘ tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ‘Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan | Daerah,
sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Klepulauan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 'Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 4);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 4);

15.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawab
Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11};




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 145 Tahun 2018
Tanggal  : 2 Januar 208

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun
2014 Nomor 93);

17.peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017
Nomor 78);

MEMUTUSKAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Nama : Drs. ANDI YATHRIB PARE
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda
Nip : 19590613 198610 1 002

Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

%ebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana  dimaksud  diktum KESATU,  diberikan

kewenangan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

barang daerah;

Penyusunan Tancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

Penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat

pengawas keuangan daerah;

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

7. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

8. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

9. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

10.Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD; dan

11. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
Alnggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Kode Nomor
Riekening 4.40.4.04.17 48,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Pangka jene
pada tanggal 2 Jﬂﬂﬂdﬂ R0

BUPATI FAN %E DAN KEPULAUAN,



